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Krisis ekonomi membawa dampak yang sangat berat bagi sektor perumahan (property). 
Pembiayaan sektor perumahan saat ini masih bergantung pada sumber pembiayaan jangka 
pendek, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat bunga pasar KPR yang akhimya 
berpengaruh teIbadap tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli rumah yang layak dan 
teIjangkau. Sedangkan bagi bank dengan kondisinya yang rentan saat ini, pembiayaan jangka 
pendek menimbulkan mismatch yang pada akbimya membuat likuiditas bank semakin 
terpuruk 

Guna mengatasi problematika tersebut, saat ini dalam praktek telah dikembangkan suatu 
lembaga pembiayaan bam yang diadopsi dari Common Law System, yaitu Secondary 
Mortgage Facility (SMF). Secondary Mortgage Facility (SMF) mempertemukan dua 
kepentingan, yakni disatu sisi perbankan membutuhkan cash flow hempa dana jangka 
panjang untuk membiayai KPR, tetapi dana yang tersedia umumnya dana jangka pendek. Oi 
lain pihak investor (perusahaan asuransi dan dana pensiun) mempunyai dana jangka panjang 
yang hanya ditempatkan pada instrumen investasi yang berjangka pendek. Di Malaysia, 
fasilitas ini telah dikenal lebih kurang 20 tahun yang laIu dan berhasil menciptakan suku 
bunga KPR antara 9 - 10 % per tahun. Dengan kehadiran lembaga SMF ini memudahkan 
pihak perbankan untuk membiayai sektor property. 

Pemerintah melihat kondisi yang ada, menyikapi lembaga SMF ini melalui penerbitan 
SK Menken RI No. 1321KMK.014/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Perusahaan 
Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Menurut Pasal 1 SK Menkeu RI No. 
132/KMK.014/1998 ini yang dimaksud dengan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan 
(sebagai teIjem.ahan Secondary Mortgage Fasility- SMF) adalah "Pinjaman jangka menengah 
atan jangka panjang kepada bank yang memberikan KPR dengan jaminan berupa tagihan 
atas KPR tersebut dan Hak Tanggungan atas nunah dan atas tanah". Sedangkan Perusahaan 
Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan -PFPSP( sebagai terjemahan dari Special Pu1pOse 
Company -SPC) adalah "Lembaga keuangan yang melakukan usaha di bidang pembiayaan 
sekunder perllmahan". 

Mencermati latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan yang 
akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Secondary Mortgage Facility (SMF)? 
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dan aturan hukum dalam Secondary Mortgage 

Facility (SMF)? 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme terbentuknya Secondary Mortgage 
Facility kaitannya dengan garis kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam bidang 
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perumahan. Di samping itu akan ditelaah aspek hukwn dari Secondary Mortgage Facility 
dikaitkan dengan prinsip Hukum Perikatan, Hukum Pembiayaan dan Hukum JamiMD . 

Penelitian ini semula. adalah untuk menjawab peI1Dasa1ahan-pennasalahan yang 
diajukan oleh mahasiswa keUka peneliti mengajar mata kuliah Hukum Pembiayaan. Dengan 
demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi penciptaan dan 
pengembangan hukum baru.Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi secara praktis bagi: Pihak Pemerintah yang berlcompeten untuk merumuskan . 
kebijakan dibidang perumahan; Pibak Perbankan untuk mengatasi masalah mismacth yang 
berguna mendukung likuiditas perbankan; Pihak Konsumen untuk mengetahui hak dan 
kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit pemilikan rumah sebagaimana tertuang 
dalam perjanjian kredit. 

limu hukum. (jurispnuJence) merupakan sui generic science Penelitian ini merupakan 
. penelitian hukum dalam tataran llmu Hukum Dogmatis sebagai suatu penelitian yang bersifat 

problem solving. Kualitas data yang dipakai dalam penelitian hokum ini adalah the body of 
rules yakni norma yang dipakai untuk memecahkan masalah hokum. Untuk itu bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukwn primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukwn yang dibuat oIeh 
pihak yang memiliki otoritas di bidang hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah 
bahan kepustakaan. Semestinya praktek di lapangan merupakan tambahan informasi untuk 
keperluan analisis, namun temyata dua bank yang akan diwawancarai tidak bersedia 
memberikan informasi secara fmmal. Seluruh bahan hulrum tersebut diinventarisasi dan 
diklasifikasi melalui library research (studi kepustakaan) kemudian dianalisis secara 
nonnatifberlandaskan pada ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan. 

Hasil penelitian menunjukkan: 
a.Mekanisme dengan SMF dapat digambarlcan sebagai berilrut: Sebuah Bank Umwn 

memberikan kredit kepada Pengembang (Developer) untuk membangun proyek peromahan; 
Selama perwnahan tersebut dibangun atau telah selesai pembangunannya, pihak Developer 
dapat menawarkan nmah tersebut kepada calon pembeli melalui kredit pada Bank Umwn 
yang bersangkutan; Penawaran dapat pula dilalrukan oleh pihak Bank Ummn yang 
bersangkutan, sebagai pemberi kredit yang dapat pula menawarkan kredit pada pembeli; 
Apabila rumah laku atau ada peminat yang membeli, dengan agunan rumah yang dibelinya, 
maka jwnlah kredit yang diberikan pembeli rumah tidak diberikan pad8nya, tetapi pada 
pihak Developer untuk pelunasan kredit pihak developer pada Bank Umwn yang 
bersangkutan; Posisi penerima kredit dengan agunan rumah tersebut menjadi debitor KPR; 
Selanjutnya Bank Umwn pemberi KPR dapat mengalihkan atau menjual kredit-kredit yang 
dijaminkan dengan Hale Tanggungan yang dibebankan pada masing-masing rumah yang 
dibeli oleh para debitor KPR kepada badan khusus yang disebut Perusabaan yang disebut 
Special Purpose Company (SPC) sebagai kreditor bam; Bank selaku Mortgage Lender 
dapat menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai kredit KPR bani; SPC memperoIeh 
dana dari investor atau pemegang saham melalui penerbitan sekuritas baik saham atau 
obligasi yang terpisah dari portofolio kredit KPR dan basil dari perputaran pendapatan dari 
pembayaran pinjaman Mortgage Lender untuk memberikan SMF selanjutnya. Investor dan 
pemegang sahmn SPC meliputi Bank Indonesia ; Bank ; Dana Pension; Pen.uhaan 
Asuransi ; atau Lembaga Keuangan Intemasional. 

b.Hubungan hukum pam pihak dalam Secondary Mortgage FaCility (SMF) meliputi: 
Pemerintah dengan Bank Pemberi KPR; Bank Umwn / Bank Pemberi KPR dengan 
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Pengembang (Developer); Bank Pemberi KPR dengan Pihak Masyarakat Penabung ; Bank 
Pemberi KPR dengan Debitor KPR; Debitor KPR dengan Pengembang (Developer); 
Bank Pemberi KPR selaku Mortgage Lender dengan PerosalvuJO SMJffSpeciol Putposes 
Company -SPC) SeIaku Mortgagor: Perusabaan SMF (SPC) dengan Investor dan atau 
Pemegang Sahamnya. 

Peralihan piutang dati Bank KPR kepada perusabaan SMF adaIah Cessie (Pasal613 KUH 
Perdata) sebagai perbuatan hukum mengalibkan piutang oleh kreditor pemegang hak: 
tanggungan (Bank KPR) kepada pihak lain (perusabaan SMF - SPC) . Hanya saja ada 
kekhususan dari transaksi SMF, dilihat dati hukwn Cessie . Adanya pengalihan piutang 
dari Bank KPR selaku kreditor semula (Cedent) kepada Pemsahaan SMP (SPC) selaku 
kreditor baru (Cessionoris) tidak diberitahukan kepada debitor KPR (Cessus) . 
Pengalihannya tidak dalam arti sebenamya karena debitor KPR tidak tahu dan ini 
membawa konsekuensi Perusabaan SMF (SPC) tidak dapat menagih piutang pada 
Debitor KPR . ' 

Dari sisi Hak Tanggungan, ketentuan pengaJihan piutang yang dijamin dengan Hak 
Tanggungan ini terkait dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 UU NO.4/1996 yang 
menetapkan:"Jika piutang dijamin dengaa Hak Tanggungan ·beraUh karena eeme, 
SulnYJgal, pewarisan atau sebab-sebab lain , maka Hak Tanggungaa ita iku.t beraHh 
brena bukum kepada kreditor yang baru". Namun inipun ada kekhususannya, beralihnya 
tagiban (piutang) ini mengingat sifiltnya sebagai pinjaman, maka kumpulan KPR tetap 
menjadi aset bank berikut resiko yang melekat pada portofolio tersebut, sehingga penerbitan 
sekuritasnya tidak bisa secara hukwn dikaitkan portofolio KPR yang diberikan oleh Bank 
KPR selaku Mortgage Lenders. Memang kepemj)jkan tagihan sudah beralih kepada SPC 
selaku mortgagor ,namun jika Bank KPR meluoasi utangnya, maka secara otomatis 
piutang tersebut bem1ih kembali kepada Bank KPR. 
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Economic crisis in Indonesia causes bad effect in real property sector. Instead of long 
tenn, real property sector depends on short tenn financing which can rise the rate of interest 
to lending bank in this sector. This condition decreases purchasing power of the public. 
Whereas short tenn financing makes mismatch condition and buried liquditation for 
susciptible bank. 

To overcome this problem, in business practices is formed Secondary Mortgage Facility 
(SMF) as a new financing which adopted from Common Law System. SMF unites the needs 
of the bank for long tenn fund and investors who have long tenn fund that eventually 
taken in short term invesment instrument. In Malaysia SMF has been known since 20 years 
and it succesfully decreased the mte of interest to 9 % in housing loan . This facility makes 
bank easier to finance real property loan. 

Indonesia government fasilitates SMF practices with issues Minister of Finance Decision 
Number 1321KMK.014/1998 dated 27 th Februari of 1998 on Housing Secondary Mortgage 
Facility Company. In article 1 (2) states that" SMF is a medium or long tenn loan giving for 
lending bank in real property sector which secured by its right over account and its primaty 
mortgage. In addition in article 1 (1) states that" Secondary Mortgage Company namely 
Special Purpose Company -SPC as financing institution doing activities in secondary 
mortgage fasilities". 

The research problems are: 
1. How is the mechanism of secondary mortgage facility (SMF) practices? 
2. What kind of legal relationship among parties in secondary mortgage facility (SMF) 

practices a,nd its rule ? 

Jurisprudence is a sui generic science and it has 3 (three) level: Legal Philosophy; Legal 
Theory and Legal Dogmatic. This research is in legal dogmatig level which aims to solve 
legal problems ( problem solving). The qualitiy of datas that used in this level research are 
the body of rules and the science interpretative techniques. In order to achieve the goaL this 
research uses legal sources both primary and secondary. Primaty are legal rules and 
secondary are literatmes which collected by library research. All these resources are 
analyzed normatively. 

The research result shows: 
a. The mechanism of SMF practices can be drawn: A lending bank gives real property loan 

for individual debtor and bank become a creditor for this loan which secured by primmy 
mortgage; then when the bank needs fresh money for its cash flow , it can borrow from 

f 



mortgage. This transaction called SMF and SPC become a new aeditor; SPC obtains its 
fimd from investors who bUy its bonds or stocks; Finally lending bank as a Mortgage 
Lender which bas had very large sums of money be able to gives more aedit loan for 
many people housing. 

b. The legal relationship in SMF transaction includes: Lending bank and primary mortgage 
debitors (housing lenders); Lending bank as Mortgage Lender and Special Purposes 
Company -SPC as Mortgagor; then SPC and its Investor. The assignment of the right 
over account from mortgage lender (housing lending bank) to mortgagor (SPC) is 
catag~ Cessie (Article 613 of Civil Act) as legal act for assignment the right over 
account, although there is nothing notification letter to a primaIy mortgage debitors ( 
housing lenders) about this matter from lending bank ( mortgage lender ) as former 
creditor to SPC (mortgagor) as a new creditor. It is not truly assignment because debitors 
know nothing and consequences of this SPC is not able to execute its rights for housing 
debitors lender. The SMF Transaction also related to Secured Real Property Rigths as 
regulated on Act Nwnber 4 of 1996 especially in Article 16 (1) that states:"Ifthe rights 
over account assign by CessIe , ... , so that secured real property rights has to be 
assignment to a new aeditor". But in this case bas specialitation because the pool of rights 
over account that have been assigned still are in lending bank asset and under its 
responsibility. Indeed, when a lending bank as mortgage lender bas fulfilled all its 
commitment, automatically the rights over account reassign to lending bank. 
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BABT 

PENDAHULUAN 

l.Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi membawa dampak yang sangat berat bagi sektor perumahan 

(property) . Pembiayaan sektor perumahan saat ini masih bergantung pada sumber 

pembiayaan jangka pendek, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat blmga pasar KPR 

yang akhimya berpengaruh terhadap tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli 

rumah yang layak dan teIjangkau. Sedangkan bagi bank dengan kondisinya yang rentan 

saat ini, pembiayaan jangka pendek menimbulkan mismatch yang pada akhirnya membuat 

likuiditas bank semakiTl terpuruk1 

Glma mengatasi problematika tersebut, saat ini dalam praktek telah dikembangkan 

suatu lembaga pembiayaan baru yang diadopsi dari Common Law System, yaitu Secondary 

A10rtgage Facility (SMF). Secondary Mortgage Facility (SMF) mempertemukan dua 

kepentingan, yakni disatu sisi perbankan membutuhkan cash flow berupa dana jangka 

panjang lmtuk membiayai KPR, tetapi dana yang tersedia umumnya dana jangka pendek. 

Di lain pihak investor (perusahaan asuransi dan dana pensiun) mempunyai dana jangka 

panjang yang hanya ditempatkan pada instrumen investasi yang beIjangka pendek. 

Pemetintah melihat kondisi yang ada, menyikapi lembaga SMF ini mela1ui 

penerbitan SK Menkeu RI No. 132/KMK.014/1998 Tanggal 27 Febmari 1998 Tentang 

Pemsahaan Fasilitas Pembiayaan Sektmder Pemmahan. Menurut Pasal 1 SK Menkeu RI 

No. 132/KMK.014/1998 ini yang dimaksud dengan Fasilitas Pembiayaan Sekunder 

Perumahan (sebagai terjemahan Secondary Mortgage Fasility- SA1F) adalah "Pinjaman 

1 Erica Suroto," Problema dan Solusi Sistem Secondary Mortgage j'asility, Seminar 
Perusahaan Secondary Mortgage Fasility Sekunder Perumahan Sebagai Solusi Pembiayaan 
Jangka Panjang, Jakarta 5 november 1998, h. 3 
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jangka menengah atau jangka panJang kepada bank yang memberikan KPR dengan 

jaminan berupa tagihan atas KPR tersebut dan Hak Tanggungan atas rumah dan atas 

tanah". Sedangkan Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Seklmder Perumahan -PFPSP( 

sebagai tetjemahan dari Special Purpose Company -SPC) adalah "Lembaga keuangan 

yang melakukan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan". 

Di Malaysia, fasilitas ini telah dikenal lebih kurang 20 tabun yang lalu dan berhasil 

menciptakan suku bunga KPR antara 9 - 10 % per tahun2
. Dengau kehadirau lembaga 

SMF ini memudahkan pihak perbankan untuk membiayai sektor property. Namun 

demikian sebagai lembaga pembiayaan barn yang timbul karena kebutuhan praktek dan 

Iebih-Iebih berasal dari Common Law s.ystem, maka periu dikaji secara Iebih mendalam 

aspek jUrid1S Secondary Mortgage Facility (.'5AfF) 1n1 agar sesua1 dengan ketentuan tradisi 

Civil Law System yang diannt oleh Indonesia. 

2.Rumusan Masalah 

Mencermati latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan yang 

akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Secondary Mortgage Facility (SMF)? 

2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dan aspek hukum dalam Secondary 

Mortgage Facility (SMF)? 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme terbentuknya Secondary 

Mortgage Facility kaitannya dengan garis kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam 

2 Arie S. Hutagalung, " Aspek Juridis Secondary Mortgage Fasiltiy", Seminar 
Perusahaan Secondary Afortgage Fasility Sekunder Perumahan Sebagai Solusi Pembiayaan 
Jangka Panjang, Jakarta 5 November 1998, h. 3 
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bidang perumahan. Di samping itu akan ditelaah aspek hukum dan Secondary Mortgage 

Facili~y dikaitkan dengan prinsip Hukum Perikatan, Hukum Pembiayaan dan Hukum 

Jaminan . 

4. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini semula adalah untuk menjawab pennasalahan-pennasalall311 yang 

diajukan oleh mahasiswa ketika peneliti mengajar mata kuliah Hukum Pembiayaan. 

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi 

penciptaan dan pengembangan hukllll1 baru. 

Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis 

bagi: 

- Pihak Pemerintah yang berkompeten unhlk menunuskan kebijakan dibidang 

perumahan. 

- Pihak Perbankan untuk mengatasi masalah mismacth ,vang berguna mendukung 

l1kuiditas perbankan. 

- Pihak Konstunen tmhlk mengetahui hak dan kewajibannya yang terkait dengan 

fasilitas kredit pemilikan rumah sebagainlana tertuang dalam perjanjian kredit. 



1. Lembaga Pembiayaan 

BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam pengertian umum, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan 

tidak menarik dana secara langstmg dari masyarakat. Saat ini lembaga pembiayaan diatur 

dalam Keputusan Presiden RI No. 61 ! 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan 

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SK Menkeu) No. 

12511KMK..01311988 Tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Pembiayaan yang mengatur 

lembaga pembiayaan yang mencakup: 

a. Sewa Guna Usaha (Leasing) 

b.Mod&! Ventura (Venture Capital) 

c. Usaha Kartu Kredit (Credit Card Company) 

d.Anjak Piutang (Factoring) 

e. Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) 

f. Perdagangan Surat Berharga (Commerdal Papers Trading) 

Menurut ketentuan tersebut di atas, bentuk perusahaan lembaga pembiayaan 

adalah: 

a. Bank, namlm tidak dapat secara langsung, melainkan melalui pernyertaan modal ( SK 

Menkeu RI No. 1251IKMK..013! 1988 luncto Pasal 10 UU No.10 ! 1998 Tentang 

Penyempurnaan lJU No. 711992 Tentang Perbankan Juncto SK Direktur Bank 

Indonesia No. 25/97IKeplDiri OiT tahun 1992). 

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank: ~LKBB (yang saat ini telah dihapus) 
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c. Perusahaan Pembiayaan dalam, bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya 

dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia atau perusa11aan patungan (Joint 

Venture) 

lzin Usaha lembaga pembiayaan ini oleh Menteri terkait dalan hal ini Menteri 

Keuangan R1. Modal disetor perusahaan pembiayaan: 

a. Swasta nasional Rp 3.000.000.000,00 

b. Pemsahaan Patlmgan Rp 10.000.000.000,00 

c. Koperasi Rp 3.000.000.000,00 

Menurut kedua aturan tersebut di atas, ada Larangan bagi perusahaan pembiayaan 

yakni: "Perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat 

dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan ataupun Promissory Note". Adapun kewajiban 

bagi Perusahaan pembiayaan adalah membuat laporan operasional dan keuangan secara 

tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Apabila perusahaan pembiayan melanggar 

larangan ataupun tidak mematuhi kewajibannya, maka sanksi yang dijatuhkan oleh 

Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan yang bersangkutan adalah: 

a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu satu bulan 

b. Pembekllan lzin Usaha dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah peringatan 

tertulis 

c_ Pencabutan lzin Usaha (jika kedua sanksi tersebut tidak diindahkan) dan tindakan ini 

diikuti dengan pembek'tlan izin usaha. 

2. Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan 

Selain Lembaga Pernbiayaan tersebut di atas, saat ini dikenal lembaga pembiayaan 

yang disebut Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sek'tmder Pemmahan yang diatur dalam 

SK Menkeu RI No. 132IKrvlK.014/1998 Tanggal27 Februari 1998 Tentang Perusahaan 
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Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dalam Pasal 1 Angka 2 SK Menkeu tersebut 

diatur bahwa: "Perusallaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumallan (PFPSP) adalah 

"Lembaga keuangan yang melakllkan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan" 

(Pasal 1 Angka 3). 

Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan wajib secara jelas 

mencantumkan dalam anggaran dasamya mengenai kegiatan usaha pembiayaan yang 

dijalankannya. Bidang usaha Perusahaan Fasilitas Pembiayan Sektmder Perumallan 

meliputi : 

a. melalllkan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Selnmder 

Perumallan pada Bank yang memberikan kredit pemilikan rumah . 

b. menghimpun dana masyarakat untuk mernbiayai kegiatan pernbiayaan 

sekunder pemmahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang atau 

jangka pendek . 

Untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan SAiF, Perusahaan Fasilitas 

Pemblayaan Sekunder Perumahan terlebih dahulu hams mernperoleh Izin Usaha dan 

Menteri Keuangan. Untuk itu, pennohonan diajukan oleh direksi perusahaan kepada 

Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direk"tur Jenderal Len1baga Keuangan , 

dengan melampirkan : 

a. Akte pendlnan pemsahaan yang telah dlsahkan oleh Menteri Kehaklman; 
b.Bukti peltmasan modal disetor dalam bentuk Foto copy bilyet Deposito atas 

nama pemsahaan salah satn bank umnm di Indonesia dan telah dilegalisasi 
oleh bank penerima deposito ; 

c.Contoh Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pen1biayaan Sekunder Perumahan 
yang akan digunakan ; 

d.Anggaran dasar perusahaan pemegang saham bagi Bank , dana pensiun dan 
perusahaan asuransi ; 

e. Daftar nama dlreksl dan Dewan Komlsaris dlsertal dengan : 
1 )fotocopy Kartu Tanda Pendudllk (KTP) atau paspor ; 
2)daftar riwayat hidup ; 
3 )buk1i berpengalaman operasional di bidang perbankan bagi salall satu 

direksi ; 
4)Surat pemyataan tak tercatat menjadi debitur macet disektor Perbankan; 



f Surat persetujuan Irekomendasi dari instansi terkait bagi Bank, dana pensiun 
dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1 ) 

g. Susunan organisasi termasuk SUSIDlan personaiia Sanlpai satu tingkat di bawall 
direksi . 

h. Bukti kesiapan operasionallainnya yang berupa : 
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, 
2) Neraca Pembukaan perusahaan, 
3 )Buk-ti kepemilikan ,penguasaan atau peIjanjian sewa-menyewa gedung 

kantor perusahaan . 
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Izin Usaha berlaku s~iak tallggal ditetapkan oleh Menteri, dan seianla perusahaan masih 

menjalankan kegiatan usahanya serta tidak melanggar ketentuan perlmdang-undangan yang 

berlaku. 

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan 

Sekunder Perun1ahan dilakukan oleh Menteri. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan 

dengan dibantu oteh Bank Indonesia. Pengaturan lebih lanjut rnengenai wewenang, 

tanggtmg jawab dan pelaporan pelaksanaan pengawasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Lembaga Keuangan dengan direksi Bank Indonesia (pasal 13 SK Menkeu 

132lKMK01311998) . Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ini, Perusahaan Fasilitas 

Pernbiayaan Sekunder Perurnahan dilarang : 

a.memberikan kredit kepada pihak lain atau melakukan kegiatan usaha 

pembiayaan selain dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perun1ahan. 

b.melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain . 

Selain intu, Perusallaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan wajib 

menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangall secara bulanan kepada Menteri 

dengan tembusan disampaikan kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut disampaikan 

selambat-Iambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu Perusallaan Fasilitas 

Pembiayaan Sekunder Perumallan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit oleh Aklmtan Publik selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahlm buku 

perusallaan berakhir . Neraca serta ikhtisar Perhitungan Laba/Rugi singkat wajib 
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diumumkan dalam l(satu) surat kabar selambat-Iambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun buku 

perusahaan berakhir . 

T erhadap Perusahaan fasilitas Pembiayaan Seklmder Perumahan yang tidak aktif 

melakukan kegiatan uasaha atau yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketentuan 

SK Menkeu No. 132/KMK.013/1998 dapat dihentikan atau dicabut lzin Usahanya. 

Penghentiall kegiatml atau pencabUtllil Izill U saha sebagaimm13. dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan setelah : 

a. diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3(tiga) 

kali berturut-turut dengan tenggang wakiu selama 1 (satu) bulan. 

b. dilakukan pembekuan kegiatml atau izin Usaha untuk jangka waktu selama 

6( enarn )bulan sejak peringatan terakhir . 

Apabila sebehffil berakhimya masa pembeJnJan kegiatan atau Izin Usaha sebagaimana 

tersebut di atas telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau Izin U saha tersebut 

diberlakukan kembali . Namun apabila sampai dengan berakhimya masa pembekuan 

kegiatan atau lzin Usaha tidak juga dilakukan perbaikan , rnaka kegiatan dihentikan atau 

Izin Usaha dicabut. 

3. Perseroan Terbatas 

Pasal 6 SK Menkeu No.132IKMK.01311998 rnenetapkan bahwa " Perusahaan 

Fasilitas Pembiayaan Seklmder Pemmahan sebagai suatu Perseroan Terbatas". Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka ketentuan UU No.1!1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) 

berlaku bagi Perusahaan Fasiulitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Perseroan Terbatas 

adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akte Notaris yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia. Status badan hUJnffil PT diperoleh setelah Akta 

Pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. 
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Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat 

atas nama perusahaan dan tidak bertallggungjawab atas kerugian PT melebihi nilai saham 

yang diambilnya, kecuali: 

a Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 
b. Pemegang Saham (PS) yang bersangllltan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi; 
c. PS yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan PT; 
d. PS yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan 

hukum mengglmakan kekayaan PI, sebingga tidak cukup lmtuk melunasi 
utang perseroan. 

4. Fasilitas Pembiayaan Sekunder Peru mahan (Secondary Mortgage Fasility) 

Secondary A10rtgage Fasility berasal dari A10rtgage yang secara umum 

didefinisikan sebagae"A mortgage is pledge of property to secure payment of debt . 

Tipically, property refers to real estate . The debt is a loan given to the buyer of the 

property by a lender. If the property buyer (the mortgagor) fail to pc..7}' the lender (the 

mortgagee), the lender has the right toforeclose the loan and seize the property in order 

to ensure that it is repaid ". Suatu A10rtgage adalah jaminan harta kekayaan tmtuk 

rnenjarnin suatu pernbayaran utang. Secara khusus, terkait dengan benda tetap. Utang 

adalah pinjaman yang diberikan pada pembeli suatu property oleh pihak yang 

meminjamkan. Jika pembeli property (yang disebut mortgagor gagal membayar 

pinjamannya kepada pihak yang meminjamkan (disebut mortgagee), maka pihak yang 

meminjamkan memiliki hak tmtuk mendapatkan hak diutamakan atas pinjaman tersebut 

dan menyita properly agar supaya rneyakinkan piutangnya akan terbayar. 

Hukurn Anglo Arnerika rnengatur rnengenai jarninan atas benda tetap dengan 

3 Frank J. Fabozzi dan Dexter Stenf. Introduction to Mortgage. Probus Publishing. Chicago. 1992, h. 
9 
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mortgage4
. Estate diciptakan sebagai jaminan demi kepentingan kreditur. Hal yang sarna 

bisa dilakukan terhadap benda yang sarna pula (subsequent mortgage), misalnya mortgage 

I berlangslmg 9 tahlm + 2 hari ; mortgage II berlangslmg 9 tahun + 3 hari dan seterusnya • 

Apabila mortgage I sudah dilooasi , maIm mortgage II akan menggantikan posisinya . 

Mortgage mirip dengan ketentuan Hipotik dimana hak-hak yang diperoleh dati 

penyerahan llltuk dijadikan jarnillan (overdracht tot zakerheid atau eigendom tot 

zakerheid). Secara tradisionall~lortgage didefinisikan:5 

The form that a mortgage loan takes technically could be anything that the 
borrower and lender agree upon. Traditionally however most mortgage loans 
have been structured Similarity: a .fixed rate, level payment, fu/(v amortized 
mortgage. lhe basic idea behind this mortgage design which we refer to a 
traditional mortgage is that the borrower pay interest and repays principal in 
equal installment over an agreed upon period of time, called the maturity or 
term of the mortgage. Thus at the end 

4 Daiam sistem Anglo Amerika , hukwn yang berhubungan dengan benda-benda tetap adaiah Real Propety Law. Sedangkan 

menurut sistem Erope Daratan mengelompokkan benda tetap da.'1 benda bergerak daJam satu hokum benda . F Ullgsi Real Properly Law 
dinegara dengan sistem Anglo Amerika bersitat sangat sentrallebih dikaitkan dengan hOh."UlJ.l kontrak. Dalam sistem Anglo Anlerika 
(tennasuk Tng.,oris) tidak dikenal hak milik (eigendom) sehagai pengertian dalam sistem Empa Daratan Memang ada lemhaga yang 
mirip deng,ill huk milik yui(u }.·state in Fee Simple " namlln ~(ru(lIk(lIrn~u berbed'l. Apabila ki(a berpaling pada sejarnhnya , 
masyarakat felldal eli Inggns elitandai dengan adanya gejala benda telap bagi salah satu pihak yailu Land Ford. Kemuelian pemakaian 
benda tetap ini diserahkan kepada pihak lain yaitu 'tenant' (dalam sistem Eropa Danltan mirip dengan penyewa dengan inlbalan jasa­
jasa tertentu vang dilakukan oleh 'tenant' terhadap l.and l.~rd-nya .Dalamihubungan ini munc.ul istilab trnllre (masa jabatan). 
Perkembangan lebih jauh Tena1lf seolah-olah sebagai pemilik kecuali Tena1lt tiM memiliki kettmman, maka tanah tersebut kembali 
kepuda futja (fibi hokum semU<I (anlih adalah milik n~ia) berdasllrkan ketenlu;m Hscheat . Dalam sis(em Eropu D-df'dlan kebemmum Wi 
mirip ketentuan lanah terlantar (Rolla Vacm7tia ), Tenm7t adaiah pemegang (holder!.Terhadap pihak ketiga TI'I7m7t tiM dapat 
mendalilkall haknya , sehingga lmlllCul istilah The Tenant i" Seized t!f The I Lind. Dalam kaitan ini mUlleul istilah ,ttwn , yaitu tallah 
daiam kcadaan disita (mirip dcngan bezit daiam sistcm Eropa Daratan ). Tenant mcmpunyai hak pcnguasaan atas tanah dan 
memperoleh perIindtmgan l.:rhadup pihuk keliga alas Real Action (gugatan kdl<!ndaan yang memungkinkan s.:s.:orang yang kehillmgan 
bendanya dapat memperoleh kembali bendanva tersebut ). Seseorang yang memiliki seized terhadap sebidang tanah , maka ia dapat 
mempertahankan haknya sampai ada pihak lain yang dapat memhuliikan hahwa haknya lehih I.:uat Dalam perkemhangan lehih lanjut, 
seizin merupakan hak yang dapa! dialihkan dan diwariskan. Faktor waktu yang digunakan sebagai pemhatas lmhungan dengan .• eizin 
.Bila elibandingkan dengan sistem Eropa Daratan digunakan konstTIlksi Hak Menikmati Hasil (Fmcht Gebmik). 

Jadi Estate adaiah pengertian juridis ~1Ing menunjukkan adanya hubungan antara seorang dengan benda tetap. Estate 
menJpakan huk menguasai benda tetap.Dalam hokum Anglo Ameri.ka (khususnya Inggris) tidak dikenal idtilah '8<'Iva memiliki' tetapi 
dikatakan "Saya memptmyai Estate alas tanah (101'" an E~tate ill the land) "-- inilah yang dimaksud dengan istilah 'ovmership' alas 
bendu letup. Apabila kitu handinglum dengan ~istem Eropu Dum(an , huk lersebtl.l mirip dengun huk-huk bendmm. yang (erkail dengan 
droit de suite (hal.: milik yang melekat pada bendanya) dan droit de prl'frrence (hak tmttlk diutamakan). 

Dalam H..lale For Year" ini ,. orang yang hersangkutan hanya mempllllyai Pt~ •.• es .. itm (suatu bentuk hezil yang berkenaan 
dcngan ix.'llda bcrgcrak) karcna orang yang bcrsangkutan tidak dapat mcnggunakan Real Action (gugatan alas bcnda tetap) tapi hanya 
Personal Action (gugatan alliS benda bergenlk).Hukwn Anglo Ameriku m.:nempatkan secard mandiri Estare For Years yang berkenaan 
dengan sewa benda tetap. diatur dalarn The Law a/Land Lord and Tenant. Letaknya dalarn Real Property Law vang diliputi ketentuan 
hukum yang hersifat memaksa Hal ini ada kemiripan dengan sistem Empa Daratan yang mengatur mengenai Sewa Tanah yang bertitik 
tolak dan Hukum Perikatan . 

Scjumlah Estate mcngalami pcrluasan dibawah pL'llgadilan Equcity, muncul kategori barn Estate yang dinamakan Executory 
Estate yang berlaku dengan bantuan faktor walw , khusus kadaiuarsa Extinctive (yang menghapuskan hak)baik dengan 
ShijUng(bergeser) mauplm springging( ditangguhkan). 

Selain itu pengaruh peradilan "-quily diawali dengan pengenaan lise. U<e merupakan SlJatu huhungan huk-um yang timhul hila 
seseonmg yang memplDlvai J<.~.tate mengalihkan kepada omng lain denglill perinlah agar orang lllin mengoluh Hstate (ersebut demi 
kepentingan pihak pertama (Land Lord). Dalam sistem Eropu Daralan hal ini mirip dengan Fiducia . Oleh pengaelilan Equity, lise Wi 
dikembangkan menjadi TnJst sehingga muncul Equitable Interest, dan lain-lain Rahmi Jened, Pe,lxmdingan Hukum Benda Common 
T.aw Si.,tnn dan Civil law Systl!'ll1, Tugas Akhir Pcrbandingan HuIrnm, PPS Universitas Airlangga, Surabaya, 1995, h.I-S. 

5 Frank 1. Fabozzi dan Dexter Stenf, Op.Cit., h.9-19 
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Bentuk dari suatu pinjaman yang dijamin dengan mortgage secara teknis dapat berupa apa 

saja yang disepakati para pihak (peminjam dan pihak yang meminjamkan). Kebanyakan 

mortgage secara tradisional yang dibentuk memiliki kemiripan dalam hal: bunga tetap, 

tingkat pembayaran, mortgage diamortisasi secara penuh. Ide dasar dari rancangan 

mortgage ini yang dinyatakan sebagai mortgage tradisional ialah peminjam membayar 

bUllga dan mellgembalikan pinjaman secara berkala sesuai kesepakatan manakala telah 

jatuh tempo. Saat ini berkembang berbagai tipe mortgage modern yang masing- masing 

mempunyai karak1eristik tersendiri, beberapa di antaranya adalah :6 

a. Graduated Payment l'vfortgage (GPlvfs) 
Perbedaan substansi antara GPMs dengan mortgage tradisional bahwa 
pembayaran pada GPMs tidak setara , pembayaran dimulai pada suatu 
tingkat yang relatif rendall dan meningkat untuk beberapa tahun 
kemudian 

b. Growing Equity Jovfortgage (GEJov1) 
suatu mortgage denbraIl btmga tetap dimana setiap bulan pembayaran naik 
dari waktu ke wak1u, namun tidak ada amortisasi yang negatif 

Secondary 1' .. 1ortgage Facility (SMi') pada Common Lalli System , hakekatnya 

adalah lembaga jaminan kedua untuk barang tidak bergerak ( rumall dan benda-benda yang 

ada di atasnya). SJvlF sebagai lembaga penyedia dana jangka panjang bagi bank pemberi 

Kredit Pemilikan Rmllah (KPR) dengan memenuhi persyaratan tertentu7 Lembaga ini 

rnemiliki unsur-unsurll 
: 

a. Afortgage Lenders yaitu lembaga keuangan yang memberikan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat pembeli rumah. Dalam hal 
ini dapat berupa bank atau lembaga pembiayaan dengan syarat-syarat 
tertelltu. 

b. Special Purpose Company (SPC) yaitu perusahaan yang membeli piutang 
tagihan kredit pemilikan rumah dari Mortgage Lenders yang secara 
khusus dapat menerbitkan obligasi atauA10rtgage Back Securities (MBS) 

c. Investor yaitu perusahaan atau perorangan yang mernbeli obbgasi atau 
AfBS yang diterbitkan oleh SPC. 

6 Ibid 

7Rukidjo, " Urgensi Pendirian Lembaga Secondary Mortgage Fasility Dalam Rangka 
Menunjang Pembiayaan Perumahan", Business News No. 686/ Tahun .XIV! 1997 
Tanggal19 Mei 1997, h.32 

8 Arie S. Hutagalung, Op.Cit, h.3 
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Secondary Mortgage Fasility diteIjemahkan menjadi Fasilitas Pembiayaan 

Sekunder Penunahan yang diatur dalam SK Menkeu RI No. 1321KMK.014/1998 Tanggal 

27 Februari 1998 Tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dalam 

Pasal 1 Angka 2 SK Menkeu tersebut diatur bahwa: "Fasilitas Pembiayaan Sekunder 

Perumahan adalah pinjaman jangka menengah atau jangka panjang kepada bank yang 

memberikan KPR dengan jaminan berupa tagman atas KPR tersebut dan Hak Tanggungan 

atas rumah dan atas tanah". 

5. Hak Tanggungan 

Hak tanggungan dahulu diatur dalam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) Pasal 1162 sampat dengan 1194 yang mengatur masalah hipotik. 

Pasal 1162 KUHPerdata menentukan bahwa hipotik adalah:" suatu hak kebendaan atas 

benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan 

suatu perikatan (utang piutang)". Saat ini lembaga jaminan Hipotik telah diatur dalam 

peraturan pemndang-undangan tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 

(UU No.4/1996) Tentang Hak Tanggungan. 

UU Hak Tanggungan ini diterbitkan guna menampung kebutukan perkembangan 

dunia perkreditan, antara lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan 

kompleks pemmahan yang semula menggunakan kredit untuk pembangunan selumh 

kompleks dan kemudian akan dijual kepada pemakai satu persatu, sedangkan lmtuk 

membayarnya pemakai akhir ini juga menggunakan kredit atas jaminan mmah yang 

bersangkutan. Hak Tanggungan itu dapat juga dibebankan pada beberapa hak atas tanah 

yang terdiri dmi beberapa bagian yang masing-masing mempakan satu kesatuan yang 

berdiri sendiri dan dapat dinilai secara tersendiri, asas tidak dapat dibagi-bagi ini dapat 

disimpangi asal hal itu diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

PERPUf 
RSITA~ 

S URA 
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Selanjutnya menurut Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU No.41l996 dinyatakan bahwa : " 

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan mencakup (a) Hak Milik; (b) Hak 

Glma Usaha; (c) Hak Gtma Banglman dan (d) Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut 

ketentuan yang beriaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan". 



HAHnI 

METODE PENELITIAN 

Ihnu huklllll (jurisprndence) mempakan sui generis scienc/ Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum dalam tataran lhnu Hukum Dogmatis sebagai suatu 

penelitian yang bersifat problem solving. Kualitas data yang dipakai dalam penelitian 

hokum irti adalah the body of rnles. 10 yakni nonna yang dipakai untuk memecahkan 

masalah hokum. Untuk itu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum primer dan bahan hukllI1l seklmder. Bahan hukllI1l primer adalah peraturan 

perundang-undangan sebagai hukum yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas di 

bidang hukurn. Sedangkan bah an hukurn sekunder adalah bahan kepustakaan. Sernestinya 

prak1ek di lapangan merupakan tambahan informasi lmtuk keperluan analisis, namlm 

ternyata dua bank yang akan diwawancarai tidak bersedia memberikan infonnasi secara 

fonnal. 

Seluruh bah an hukurn tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi rnelalui library 

research (studi kepustakaan) kemudian dianalisis secara normatif berlandaskan pada 

ketentuan huklnn yang terkait dengan permasalahan. 

9 Prof Dr. Philipus Mandiri Hadjon, Xuliab Teori tim, Metode I1mu Hukum, Program llmu Hukum 
Program Pasca Srujana Universitas Airlangga, m.1ober 2002. 

10 ••... In the natura! science the science itself consists of the la\\<'S capable of explaining and predicting 
the phenomena which form the obje.cts of the science: in lega! science the situation is reversed. The object of 
science is the body of rules and the science the interpretative techniques ... " Geffre,\' Sanmel, The Foundation 
of Legal Rea.'tOning, Maklu Nomos- Metro, Lancaster University, 1994,108-112. 



BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

l.Mekanisme Pembiayaan Secondary Mortgage Fasility 

Pembiayaan Secondary Mortgage Fasility (SMF) timbul dari praktek yang diadopsi 

dari .A.merika yang menganut sisten Anglo American Law. SMF timbul dari praktek 

adanya kebutuhan pembiayaan bagi sektor perumahan. Kebijakan Pemerintah uutuk 

mengurangi subsidinya untuk segala bidang, termasuk sektor perumahan mengakibatkan 

rakyat sukar memenuhi kebutuhannya atas perumahan secara terjangkau. 

Bank juga terhimpit dengan berbagai masalah, seperti kewajiban untuk memenuhi 

CAR sebesar 8% , kewajiban memenuhi tingkat suku bunga tertentu dan lain-lain., lebih-

lebih dengan adanya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997, yang belum berakhir 

membuat lik-uiditas bank semakin terpuruk. Tambahan pula pihak perbankan yang 

memberikan kredit KPR juga mengalami krisis likuditas karena dana KPR selama ini 

sebagian besar tergantung pada sumber dana jangka pendek seperti tabungan, giro dan 

deposito, padahal pad a saat yang sarna muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak 

bank yang mengakibatkan mereka menarik dananya yang ada di bank. Padahal menurut 

sumber Bank Indonesia 11 kredit KPR yang bersifat non lancar hanya mencapai 3,2% 

dibandingkan kredit perbankan sektor lain yang mencapai 20, 8%. 

Di sisi pengembang (developer) agar dapat mempertahankan usahanya, yang 

bersangkutan harns berupaya meneruskan kegiatan pembangunan perumahan yang 

sempat terhenti guna memenuhi kebutuhan banyak pihak, seperti tenaga keIja yang 

ilRemy Syahdeini, "Asset Backed Securities dan Aspek Hukwnnya", Kwnpulan Makalah yang 
dihimptm oleh Nurwahjuni, Surabaya, 1999, h. 34 
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tergantung padanya. Oisinilah tetjadi kesenjangan (mismach) antara sumber dana dan 

penyaluran dana KPR. 

Selanjutnya dapat diperkirakan bahwa peran Negara dalam menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya tidak akan tercapai, khususnya dalam rangka 

mendukung pemerataan pembangunan dan pelllilikan rakyat di sektor perumahan. Oi 

Indonesia, kondisi praktek pembiayaan perulllahan secara konvensional dapat 

digalllbarkan dalalll bagan sebagai berikut
J2 

~ekanisme Tanpa SMF 

PEMERINTAH BANKPEM- SEKTOR PERUMAHAN 
L BERI KPR ... 

• Departemen 
--,.. ~ RS, RSS 

Dana J angka KPR • 
I Keuangan Panjang • BTN Jangka Panjang • Rumah Menengah 
I ~ ........................................ • Bank Indonesia • Bank lain 

~ ..... : ........................................ 
• RumahBesar 

J~ '. ~~ ". 

Perjanjian 
'. 

'. 

Uangtuka Dana '. 
'. -. Supply 

Kredit Jangka '. Rumah --

Pendek 
". 

1 
.. ' . 

--' . ..... 
' . .•.. ..... 

..•. 

r •• 
MASYARAKAT PENGEMBANG 

• Deposito .. • Perumnas .. 
• Tabungan Perj~jian Jual Beli • REI 

~ 

""'" 
• Giro • Koperasi 

Bagan I sumber: Ignesjz Kemalawarta, 3 Desember 1998. 
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Mekanisme tersebut mebputi kegiatan sebagai berik."Ut: 

• Sebuah Bank Umum memberikan kredit kepada Pengembang (Developer) untuk 

membangun proyek perumahan 

• Selama perumahan tersebut dibangun atau telah selesai pembangunannya, pihak 

Developer dapat menawarkan runah tersebut kepada calon pembeli melalui kredit 

pada Bank Umum yang bersangkutan 

• Penawaran dapat pula dilakukan oleh pihak Bank Umum yang bersangkutan, 

sebagai pemberi kredit yang dapat pula menawarkan kredit pada pembeli 

• Apabila rumah laku atau ada peminat yang membeli, dengan agunan rumah yang 

dibelinya, maka jumlah kredit yang diberikan pembeli rumah tidak diberikan 

padanya, tetapi pada pihak Developer untuk pelunasan kredit pihak developer pada 

Bank Umum yang bersanglmtan. 

• Posisi penerima kredit denb'aIl agtman mmah tersebut menjadi debitor KPR 

Kondisi mismatch perbankan tersebut dalam memberikan kredit KPR dibeberapa 

negara , seperti Malaysia, Hongkong , Australia dan lain-lain dapat diatasi dengan 

pembentukan S./.\'lF. 

Lembaga SI'v1F pada dasamya menyediakan sumber dana jangka panjang bagi bank 

pemberi kredit KPR yang memenuhi persyaratan. Perusahaan SMF atau menumt istilah SK 

Menkeu tersebut di atas PFPSP adalah : 

1. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk dalam lTU No. 111995 Tentang 

Perseroan Terbatas (Pasal6) 

2. Modal disetorminimum sebesar Rp. 150.000.000,00 (Pasal 7) 

3. Tidak boleh melaImkan penyertaan modal (Pasal12 b) 

4. Tujuannya khusus untuk SMF 

-
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5. Pemegang sahamnya Bank Indonesia, Bank Pembangunan Dana Pensiun, Pemsahaan 

Asuransi dan Pemsahaan Lembaga Keuangan Intemasional 

Dalam Kondisi pembiayaan dengan SMF dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

b 'k n en 11t: 0 

Mekanisme dengan SMF 

PEMERINTAH 

• Departemen 
Dana Jangka 

BANKPEM-
~ BER! KPR ... .. ... 

KPR 
Keuangan Panjang • BTN Jangka Panjang 

• Bank Indonesia 
~ •.......•....................•• i ..... 

Bank lain 
r-. ............................................... 

• 

i ... / .......... ~ ........................... ~~ 
........ 

Kre Dana ". '. '. '. 
". 

Jangka 
". ". 

" 
' . ........ '. 

' . 

I 
............ Kredit Pendek· '. o. 

S M F ~., ...... '. '. ". 
KPR ". 

" . 

/./ "\~ 
..•.... 

'. 
" . 

~ 

Pemegang INVESTOR MASYARAKAT 
Saham .. 

Asuransi Deposito • • Lain 

• Dana Pensiun • Tabungan ... ..... 
• Investor Lain • Giro 

Bagan 2 sumber: Ignesjz Kemalawarta, 3 Desember 1998 

181 JIIiiIl" iii. 41 

SEKTOR PERUMAHAN 

• RS, RSS 

• Rumah Menengah 

• RumahBesar 

A~ 
Supply 
Rumah 

.... ....... 
~ 

PENGEMBANG 

• ... Perumnas 

• REI 

• Koperasi 
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Mekanisme dengan ~MF dapat digambarkan sebagai berikut: 

• Sebuah Bank Umum memberikan kredit kepada Pengembang (Developer) untuk 

membangun proyek perumahan 

• Selama perumahan tersebut dibangun atau telah selesai pembangunannya, pihak 

Developer dapat menawarkan runah tersebut kepada cal on pembeli melalui kredit pada 

Bank Umum yang bersangkutan 

• Penawaran dapat pula dilakukan oleh pihak Bank Umum yang bersangkutan, sebagai 

pemberi kredit yang dapat pula menawarkan kredit pacta pembeli 

• Apabila rumah laku atau ada peminat yang membeli, dengan agunan rumah yang 

dibelinya, maka jumlah kredit yang diberikan pembeli rumah tidak diberikan padanya, 

tetapi pada pihak Developer lmtuk peltmasan kredit pihak developer pada Bank 

Umum yang bersangkutan. 

• Posisi penerima kredit dengan aglman nunah tersebut menjadi debitor KPR 

• Selanjutnya Bank Umum pemberi KPR dapat mengalihkan atau menjual kredit-kredit 

yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan yang dibebankan pada masing-masing 

mmah yang dibeli oleh para debitor KPR kepada badan khusus yang disebut 

Perusahaan yang disebut Special Purpose Company (SPC) sebagai kreditor bam; 

• Bank selaku Mortgage Lender dapat menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai 

kredit KPR bam. 

• SPC memperoleh dana dari investor atau pemegang saham melalui penerbitan 

sekuritas baik saham atau obligasi yang terpisah dari portofolio kredit KPR dan hasil 

dari perputaran pendapatan dari pembayaran piJ1jaman Mortgage Lender untuk 

memberikan SMF selanjl1tnya. 

Investor dan pemegang saham SPC dalam hal ini dapat Pemerintah, lembaga 

internasional, Dana Pensiun serta Perusahaan Asuransi. Menurut Pasal 7 SK Menkeu 

PE PU~l rAM 
WNITERSIT AS A I AN(jU1'\ 

SUltA A A 
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132lKMK.018l1998 Saham Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder hanya dapat 

dimiliki oleh: 

a. Bank Indonesia; 

b. Bank; 

c. Dana Penshll1 ; 

d. Perusahaan Asuransi ; 

e. Lembaga Keuangan Tnternasional ; 

Selanjutnya dengan beroperasinya SJ.vfF sebagai fasilitas yang diberikan oleh 

Iembaga tunggal secara efisien diikuti dengan peningkatan efisiensi pasar, maka dalam 

tingkat tertentu Secondary Mortl(al(e Market (SMlvf) dapat diterapkan. SAfM adalah bentuk 

Iebih dari satu lembaga yang berdasarkan mekanisme pasar secara murni tanpa keterlibatan 

Pemerintah. Mekanisme kegiatan SMkl adalah sebagai berikut: 

• Perusahaan 5;MF (badan SPC) dalam bagan Homor 2 tersebut menjadi Emiten 

dengan menerbitkan sekuritas atau efek-efek; 

• Efek tersebut ditawarkan pada investor, baik melalui private placement ataupun 

public offering atau melalui over lhe counler 

• Sekuritas tadi dijaminkan dengan kredit-kredit beragunan Hak Tanggungan yang 

akan diambil alih atau telah dimiliki SPC dalam portofolionya; 

• Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli kredit-kredit beragunan laitmya; 

• SPC kemudian mengumpuikan kredit-kredit yang beragunan Hak Tanggungan 

tersebut dalam suatu pool; 

• Lembaga SlvfM akan membeli kumpulan porto folio KPR kemudian ditransformasi 

sebagai sekuritas; 

• Kemudian sekuritas tersebut dijual kepada penyandang dana jangka panjang (Dana 

Pensiun atau Perusahaan Asuransi) melalui mekanisme pasar modal. Mengingat 
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sifatnya penjualan, maka portofolio keluar dari aset bank KPR semula demikian 

juga resiko beralih kepada pihak SA11\ .. !. 

2.. Hubungan Hukum Dan Aspek Hukum Dalam Secondary 1110rtgage Facility 

(S~MF) 

Secondary l'vfortgage Facility ~~HF) merupakan lembaga pembiayaan yang tumbuh 

berdasarkan kebutuhan praktek bisnis yang didasarkan pada asas Freedom of Contract 

(Kebebasan Berkontrak) beserta bagiannya yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata menentukan bahwa:" Semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan 

itu tidak dapat ditarik kernball se1ain dengan sepakat kedua be1ah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-lmdang dinyatakan CUkllP lmtuk itu dan hanls 

dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat 2 dan Ayat 3 KUHPerdata). 

Mencermati aspek hukum dari S1\1F ini perlu dikaitkan dengan hubungan hukum yang 

terjadi da1arn rangka SMF 

A. Hubungan antara Pemerintah dengan Bank Pemberl KPR 

Disini Pemerintah dalam kapasitas Departemen Keuangan atau Bank Indonesia 

memberikan dana jangka panjang dalam bentuk subsidi kepada Bank KPR untuk 

membantu tingkat liblditas mereka dalam upaya pen1:,radaan perumahan bagi rakyat 

Kebijakan ini didukung dengan penetapan perbandingan perumahan sederhana: perumahan 

menengah : mewall yang hams didirikan pengembang dengan perbandingan sebesar 

3:2:1_ 



22 

Hubungan hukum antara Pemerintah dan Bank KPR pada dasarnya merupakan 

belltuk peranan Negara dalam rangka sebagai Provider 14 yakni dalam rangka Social 

Welfare. Negara bertanggtmgjawab menyediakan layanan sosial (termasuk bidang 

pennnahan yang terjangkau bagi rakyat) untuk menjamin standar minimum kebidupan 

bagi masyarakat. Namun apabila Bank KPR adalah Badan Usaha Milik Negara , maka 

juga Negara berperal1 selaku entrepreneu/5
. Dalam hal ini l1egara beroperasi dalam sektor 

ekonomi tertentu melahri departemen pemerintah semi otonom atau melalui perusahaan 

negara. 

B. Hubungan Hukum Bank Umum / Bank Pemberi KPR Dengan Pengembang 

(D£-~eloper) 

Semula hubungan Pengembang (Developer) dengan Bank Umum didasarkan pada 

peIjanjian kredit. Namun manakala seseorang disetujui permohonan kreditnya dan menjadi 

debitor KPR maka antara Bank Pemberi KPR dengan pillak Pengembang (developer) 

tidak lagi ada hubungan hukum yang bersifat fonnat 16 karena pada saat itu tetjadi 

pelunasan utang oleh pillak pengembang (developer) pada Bank Umum yang juga 

berstatus pemberi kredit KPR pada debitor individual. 

14 Selain itu ada 3 (riga) fimgsi Negara dalam lrfixed Economy System yaitu: Negara sebagai 
Regulator Negara menggunakan berbagai tingkat kontrol lIDtuk mengawasi kegiatan ekonomi; Negara 
sebagai Entrepreneur bahwa Negara beroperasi dalam sektor ekonomi iertentu melalui Departemen 
Pemerintah semi ekonomi atau melalui Perusahaan Negara dan Negara selakll Umpire harus dapat menyuslID 
standar keadilan antara berba.,oai sektor ekonomi yang berbeda yang di antaranya termasuk Perusahaan 
Negara, untuk itu dalam hal ini Negara tidak boleh berpihak.Friedmann, The State and The RIlle of Law in 
A Mixed Economv, Stevens and Sons, London, 1971, h.24-30 

15 Ibid. •. '.' 

16 Seiain itu keIjasama yang teIjadi antara Pengembang (developer) dengan Bank Umum 
merupakan media distribusi dana yang berasal dari Pemen.'ltah kepada Pengembang melalui bantuan uang 
muka sek:1or perumahal1. Sebaliknya sesuai komitmen yang ada,. pihak Pengembang harus memasok 
perumallan 
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C.Hubungan Hukum Bank Pemberi KPR Dengan Pihak Masyarakat Penabung 

Masyarakat yang menyimpan dananya dalam bentuk Deposito, Tabungan atau Giro 

di bank KPR berposisi sebagai Kreditur17 dari Bank KPR yang bersangkutan. Dana 

masyarakat tersebut merupakan dana jangka pendek yang sangat membantu pendanaan 

Bank KPR, yang berposisi sebagai debitorl8
. 

D. Hubungan Hukum Bank Pemberi KPR dengan Debitor KPR 

Dalam tahap ini terdapat 4 (empat) tahapan pentiug yaitu : 

1. Akta pemberian kredit 

2. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan 

3. Akta Pembebanan Memasang Hak Tanggungan 

4. Untnk menjamin perjanjian utang piutang yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, 

Bank KPR meminta jaminan dari pihak Debitor KPR. 

Peljanjian kredit Pemilikan Rumah yang teljadi antara Bank KPR dengan debitor 

KPR merupakan perjanjian utang piutang, Perjanjian utang piutang ini menurut Marhainis 

Abdul Hay 19merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 

sampai dengan 1769 Buku III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). Pasal 1754 KUH Perdata menetapkan bahwa "Pinjarn meminjarn ialah 

persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah 

tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sarna dari macam dan keadaan yang 

sarna pula". 

i 7 Kreditor adalah pihak yang herhak atas suatu prestasi. Namun setelah nasabah tersebut meng<ijukan 
kraiit KPR dan disetlijui permohonan kredilnya posisinya dalam hal ini sebagai debitor lerhadap pihak bank. 

1& Debitor adalah pihak: yang wajib memberikan suatu prestasi kepada kreditomya 
19 Marhainis Abdul Hay, Perjanjian Kredit, Alumni, Bandung, 1985, ho15 
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Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman20 secara berbeda menyatakan bahwa 

perjanjian kredit tidak identik dengan peIjanjian pinjam meminjam karena perbedaan 

unSUf-lIDsurnya. PeIjanjian pinjam meminjam (Pasa11754 KTJH Perdata) adalah peIjanjian 

riil, sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil dan merupakan 

perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana dimaksud Pasal1253 juncto 

Pasal 1263 KUH Perdata. Pasal 1253KUHPerdata menetapkan bahwa " Suatu perikatan 

adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan ada dan 

yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga 

terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut teIjadi 

atau tidak teIjadinya peristiwa tersebut". Pasal 1263 KUH Perdata menentukan:" Suatu 

penkatan dengan suatu syaTat tangguh adalah suatu penkatan yang teTgantung pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan teIjadi atau yang 

tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi tidak diketahui oleh kedua belah 

pihak". 

Sebenamya dalam UU NO.7 /1992 juncto UU No.1 0/1998 istilah .Taminan pemberian 

kredit diberi arti " keyakinan bank atas kesangb'llpan debitor untuk melunasi kredit sesuai 

dengan yang dipeIjanjikan". Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa:" 

Segala kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak , baik yang sudah ada 

maupun yang bam akan ada dikemudian han menjadi tanggungan bagi segala 

perikatannya". Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan :" Kebendaan itn menjadi jaminan 

bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk 

didahulukan. Selanjutnya Pasal 1133 KUH Perdata 

20 Mariam Darus Badrulzaman, Aspek Hukum Perjanjian Kretlit Bank, Citra Adtya BakLi, Bandung. 
1993, h.34 
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F. Hubungan Hukum Antara Bank Pemberi KPR sdaku "Mortgage Lender dengan 

Perusahaan SMF(..5pecial Purposes Company -SPC) Selaku Mortgagor 

Pemsahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagai teIjemahan Special 

Purposes company (SPC) diatur dalam SK Menkeu RI No. 132/1QvfK.014/1998 Pasall 

Angka 3 yang menetapkan bahwa: "Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder 

Pemmahall (PFPSP) adalah Lembaga keuangan yang melakukan usaha di bidang 

pembiayaan sektmder permnahan" .Dengan demikian, SPC adalah pemsahaan yang 

menerima jaminan kedua atau membeli piutang atau tagihan KPR dari Bank KPR 22selaku 

A10rtgage Lenders. 

Dalam hal ini, apabila kualitas dan atau jumlah tagihan atas kredit pemilikan rumah 

dan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dinilai tidak mencukupi, maka Bank yang 

memberikan kredit pemilikan mmah dapat mengglmakan harta lain yang terdiri dati harta 

tetap atau harta harta bergerak serta surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek di 

Indonesia sebagai tambahan jaminan dengan Jumlah harta lain yang dapat dijaminkan , 

ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan jumlah total 

jaminan yang diperlukan; 

Secondary Mortgage Fasility yang diterjemahkan menjadi Fasilitas Pembiayaan 

Sekunder Perumahan diatur dalam SK Menkeu RI No. 132/KMK.01411998 Pasal 1 

Angka 2 yang menetapkan bahwa: "Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah 

pinjaman jangka menengah atau jangka panjang kepada bank yang memberikan 

22 
SMF dilihat dari perbankan dimungkinkan oleh peroturan tentang perbankan , antara lain: 

1. Tentang penyertaan modal dati bank umum 
Bank lUIlum dilamng mdakukan penyertaan modal, kt:euali paJa sesama bank alau perusahaan lain di bidang keUlll1gaIl st:p<!Ii.i , 
mowd ventura, perusahllltll efek. dan LKPP (Lembaga Kliring Pt:nyelesuian dan Penyimpanan) Pa:sal 10 UU No. 7/92 ,io. PIlSlu2 
SK Dir BI No. 25 I 97 f Kep f Dir th 92 

2. Menurut SK Oil' RT tersehut diatas tentang : Penyertaatl Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank: 
a.Pcnycrtaan modal adalah pcncmpatan dana dalam bcntuk sahara yang dilakukan tidak mclalui pasar modal ( Pasal2 Ayat!) . 
b.Bank dapal melakukan penyertaan modal li::rSt:bul apabila lingkal kese..lmt.aqn ilim permodalan sehat selama 12 bulan lerdkhir 

(PasaI2.2) : 
3 Jumlah penyertaan modal pKIa tiap perusahaan tersehut setinggi tingginya 15%. dari modal persusahaan yang hersangkutan dan 

kurang dari25% dal; jumlah bank ybs serta wajib dilaporkan ke RT dalam 10 han (Pa'!al 3): 
4. Bank dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit dengan seijin BI (Pasal 5 AyaH ). 
Pernyertaan tersebnt paling lama 5 tabUll atan lebih perusahaan yang bersangkutan telab memperoleh laba (Pasal 5 Ayat 2). 
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dengan jaminan berupa tagihan atas KPR tersebut dan Hak Tanggungan atas rumah 

dan atas tanah". Berkaitan dengan SA-fF il1i ada 2 (dua) hal yang periu dianalisis yaitu : 

a. Pengalihan tagihan yang diikuti dengan akta Cessie 

b. Petjanjian Hak Tanggungan yang kedua 

Dalam 8M1", piutang KPR yang dialihkan Bank KPR selaku Mortgage Lender kepada 

pihak SPC (mortgagor) terkait dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yang 

menentukan: "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak 

bertubuh lainnya dilakllkan dengan membuat suatu akta optentik atan akta di bawah 

tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. 

Penyerahan yang demikian bagi siberhutang tiada akibatnya , melainkan setelah 

penyerahan ito diberitahukan kepadanya atan secara tertulis disetujui atan 

diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat 

itu, penyerahan tiap piutang karena atas lmjuk dilakukan dengan penyerahan surat 

disertai dengan endosemen" . Ketentuan ini terkait dengan 2 (dua) hal yakni: 

• Hubungan antara Cedent (kreditor semula) dengan Cessionaris ( kreditor barn) 

yang berupa pengalihan tagihan dapat terlaksana tanpa bantuan Cessus (debitor 

lama). 

• Hubungan antara Cessio naris ( kreditor barn) dan Cesslls (debitor lama) 

dalam arti agar Cessie bisa berlaku terhadap Cesslls (debitor lama), maIm perlu 

pemberitahuan atau pengaln.1an secara tertulis dari Cessus (debitor lama), yang 

menyetujui pengoperan hak tagih tersebut. 

Dalam praktek SMF, adanya pengalihan piutang dari Bank KPR selaku kreditor 

semula (Cedent) kepada Perusahaan SMF (SPC) selaku kreditor baru (Cessionaris) tidak 

diberitahukan kepada debitor KPR (Cessus) . Pengalihannya tidak dalam arti sebenarnya 
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karena debitor KPR tidak tahu dan ini membawa konsekuensi Perusahaan SMF (SP(') 

tidak dapat menagih piutang pada Debitor KPR . 

Ketentuan pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan ini terkait 

dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 UV No.4/1996 yang menetapkan:"Jika piutang 

dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena Cess;e , Subrogas; 23, pewarisan atau 

sebab-sebab lain , maka Hak Tanggungan itu ikut beralih karena hukum kepada 

kreditor yang baru". Pendaftaran peralihan Hak Tangglmgan wajib didaftarkan oleh 

Kreditor yang barn kepada Kantor Pertanahan (Pasal 16 Ayat 2 UU No.4Il996) . 

Beralihnya tagihan (piutang) ini mengingat sifatnya sebagai pinjaman, maka 

kumpulan KPR tetap menjadi aset bank berikut resiko yang melekat pada portofolio 

tersebut, sehingga penerbitan sekurita<;nya tidak bisa secara hukum dikaitkan portofolio 

KPR yang diberikan oleh Bank KPR selal'll Alortgage Lenders. Memang kepemilikan 

tagihan sudah beralih kepada SPC, namun jika Bank KPR melunasi utangnya, maka 

secara otomatis piutang tersebut beralih kembali kepada Bank KPR. Inilah yang bagi 

sementara orang dlkatakan sepertl jamlnan fidusia24 
. 

Selanjutnya berkaitan dengan Hak Tanggtmgan yang kedua ini, periu diketahui 

beberapa ketentuan UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tetap 

mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada (Pasal 7 UU No. 

4/1996). Stfat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan Pemegang Hak 

TangglIDgan (kreditor). WalauplID obyek Hak Tanggtmgan sudah dipindahtangankan oleh 

debitomya menjadi milik pihak lain, namun kreditor masih tetap dapat menggunakan 

haknya melalui eksekusi, jika debitor cedera janji . Namun dalam SMF yang terjadi adalah 

23 Subrogasi diaturdalam Pasal1820 sampai dengan Pasal1850 KUHPerdata. Pasal1820 KUHPerdata menentukan 
babwa:"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak: ketiga guna kepentingan 
siberpiutang mengikmkan diri untuk memenubi perikatannya siberhutang manak:ala orang tersebut tidak 
memenuhinya". Tiada penanggunganjika tidak: ada perikatan pokok yang sab (Pasal1821KUHPerdata). 

24 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sualu benda alas dasar kepercayaandengan kelenluan 
bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda Pasal I Angka 
1 UU No.42/1999 Tentang Jaminan Fidusia 
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sebaliknya karena yang memindahtangankan bukan debitomya, melainkan kreditomya. 

Semula kreditomya adalah Bank KPR berpindah kepada perusahaan SMF (SPC). 

Hak Tangglmgan dapat diberikan tmtuk suatu utang yang berasal dati suatu 

hubtmgan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dati beberapa hubungan 

hukum (Pasal 3 Ayat (2) UU No.411996). Seringkali teIjadi Debitor berutang Iebih dati 

satu Kreditor , masing- masing didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berlainan , 

misalnya kreditor adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang bersangkutan . 

Piutang para kreditor tersebut dijamin dengan satu Hak Tanggungan kepada semua 

kreditor dengan satu akta pemberian Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah yang 

sarna . Mengenai hubungan para kreditor satu dengan yang lain , diatur oleh mereka 

sendiri . Sedangkan dalam hubungan dengan debitor dan pemberi Hak Tanggungan kalau 

bukan debitor sendiri yang memberinya, maka mereka menlmjuk salah satu kreditor yang 

bertindak atas nama mereka. Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PP A T dalam 

pemberian Hak Tanggungan yang dipeIjanjikan dan siapa yang akan menerima dan 

menyimpan sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Ketentuan ini sekall lagi 

menegaskan, lazimnya yang menjaminkan Iebih Ianjut adalah debitomya bukan 

kreditomya. 

Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dati sam utang ( Pasal 5 Ayat (1 )). Apabila 

suatu obyek Hak Tangglmgan dibebani dengan Iebih dari satu Hak Tanggtmgan, maka 

peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya 

pada Kantor Pertanahan (Pasal 5 Ayat (2)). Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar 

pada tanggal yang sarna ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pernberian Hak 

Tanggtmgan yang bersangkutan (Pasal 5 Ayat (3)) . Beberapa ketentuan tersebut 

MILl!: 
PERPUS1'AKAAN 

UNITERSITAS A!RLANOO,.. 
',UI.·,~ ·~1A 

-- - ~-------.-- .-.-. 
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menunujukkan peringkat POSISI para kreditur, kreditur pertama lebih kuat poslsmya 

daripada kreditur selanjutnya 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang 

selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5!1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok­

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah untuk peltmasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan bagi kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain (pasal 1 Angka l). 

Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali dipeIjanjikan dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 1 Ayat (2). 

Apablla Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat dipetjanjikan 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan , bahwa peltmasan utang yang 

dijaminkan dapat dilalllkan dengan cara angsuran yang besarnya sarna dengan nilai 

masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang 

akan dibebaskan daTi Hak Tanggungan tersebut. Dengan demikian Hak Tanggungan itu 

hanya membebani sisa obyek Hak Tanggtmgan lmtuk menjamin sisa utang yang belum 

dilunasi (Pasal 2). Selain itu perlu diperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agraria I 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1996 Tanggal 8 Mei 1998 Tentang Penetapan 

Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk 

Menjamin Peltmasan Kredit-Kredit Tertentu 

Apabila Debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai 

hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (berposisi sebagai 

kreditur preferent) melalui pe1elangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

melalui hasil penjualan tersebut (Pasal 6). Hak Tanggtmgan hapus karena hal-hal sebagai 

berik"Ut: 
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G. Hubungan Antara Perusahaan SMF (SPC) Dengan Investor dan atau Pemegang 

Sahamnya 

Perusahaan SA1F (SPC) memperoleh pendanaan dengan cam menerbitkan dan 

menjual obligasi (corporate bond) atau saham kepada investor. Dalam rangka penjualan 

obligasi atan yang sering disebnt Mortgage Securities kepada investor, maka investor 

berposisi sebagai kreditor dan Perusahaan SA1F (.'lPC) yang menerima interest berupa 

pembayaran utang pokok ditambah bunga dan capital gain. Dalam rangka penjualan 

saham, investor selaku pemegang sahamnya menerima interest berupa hak suara, 

deviden dan juga capital gain jika sahamnya akan dijual . Selal'll pemegang sa.ha.m, yang 

bersangkutan bertanggunggugat sebatas saham yang dimilikinya . 

Dalam rangka penjualan saham atau obligasi oleh Peru..~aan SMF jika dilaksanakan 

di pasar modal, maka selak1.1 emiten yang bersangkutan ttmduk pada Undang-Undang 

Nomor 8 Talum 1995 Tentang Pasar ~,,1odal yakni:25 

1. Mengenai Status badan hukum SA1F apabila tunduk pada pengaturan pasar 
modal, maka SMF adalah perusahaan efek . Namun dernikian mengingat 
sebuah perusahaan efek hanya boteh menjalankan usaha sebagai penjarnin 
emisi efek dan atau manager investasi, maka hampir dapat dipastikan bahwa 
SMF bukan sebuah PT yang berada di linglnmgan pasar modal . 

2. Oleh karena itu jika &A.1F tidak berada dilinglrungan pasar modal, maka 
hubungannya dengan Undang-Undang Pasar Modal hanya pada saat : 
a. SMF mengeluarkan obligasi 
b. SMF melakukan go public 

3. Apabila SMF mengeluarkan obligasi, maka diperhatikan pihak-pihak yang terkait 
antara lain: 
a. Underwriter 

menurut pasal 40 UUPM , underwiter mempunyai hublme,'3ll afiliasi dengan 
emiten (SMI') sepanjang diungkapkan secara tegas 

b. Wali Amanat 
Pasal 50 ayat 1 UUPM menyebutkan bahwa Wali Amanat dapat dilaksanakan 
oleh Bank Umum atau pihak lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. 
Pasal 51 ayat 1 UUPM menyebutkan bahwa Wali Amanat dilarang mempunyai 
hubungan afilia~i dengan emiten, kecuali karena penyertaan modal pemerintah. 
Pasal 51 ayat 3 UUPM menyebutkan bahwa Wah Amanat dilarang memplmyai 
hublmgan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketenttlan 

25 Tanpa n~ "Legal Framework of The Secondary Mortgage Fasility", SeminarPerusahaan Fasilitas 
Sektmder Perumahan Sebagai Solusi Pembiayaan Jangka Panjang sek-tor Perumahan, Jakarta, November, 
1998, h. Tanpa halaman. 
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Bapepam (Catatan : Ketentuan ini sampai saat ini belum ada) yang dapt 
mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai Kreditur dan 
wakil pemegang efek yang bersifat hutang. 
Pasat 54 menyebutkan bahwa Wali Amanat dilarang sebagai penanggung emisi 
efek yang bersifat hutang yang sarna lrntuk menhindari benturan kepentingan . 

4.Apabila SMF mencatatkan obligasinya di BEJ maka periu diperhatikan Lamp I Kep 
Dir PI BEJ No.O 1 I BEJ I 1992 tanggal17 Pebruari 1992 sebagai berikut : 

a Pernyataan pendaftaran elah efektif dari Bapepam 
b.Laporan Keuangan perusahaan diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam 

dengan opini wajar tanpa syarat untuk tahun buku terakhir . 
c.Nilai nominal obligasi yang dicatat minimum Rp.25.000.000.000,-

d. Rentang waktu efektif pernyataan pendaftaran dan pencatatan tidak tebth dari 6 
bulan serta jatuh tempo obligasi minimum 4 tabun . 

e. Perusabaan telah beroperasi sebrrang-kurangnya 3 tahtm . 
f. Dalam 2 tahun buku terakhir perusahaan telah mempunyai laba operasional . 
g. Komisaris dan direksi memiliki reputasi yang baik 

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak berlaku bagi Obligasi Pemerintah , 
Obligasi Pemerintah Daerah dan Obligasi lain yang dicatatkan atas permintaan Menteri 
Keuangan . 

Menurut Remy Syahdeini26 bahwa pembiayaan SMF ini memberikan banyak manfaat 

yakni: 

a. Bank Umum dapat menjadi pemasok kredit yang efisien dan mampu lebm baik 
dalam mengendalikan neracanya dengan cara menjual piutang kreditnya 

b. Bank dapat temp mempertahankan hubungan historis dengan nasabah terbaik 
mereka seiring dengan penggunaan modalnya secara efisien 

c. Bank Umum dapat memperoleh Rate of return yang baik pula karena sukses 
mereka menjual piutang nya tetmasuk piutang bank tersebut kepada debitur yang 
memiliki highly leveraged transaction yang resikonya besar. 

Pembiayaan SMF ini sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat karena penurunan 

suku bunga KPR menjadi salah satu indikasi peningkatan minat untuk memperoleh kredit 

KPR. Bagi pihak Pengembang (developer), dengan adanya pembiayaan SUF, maka 

kesinambtmgan usahanya dapat terjaga yang secara tidak langsung dapat menghidupi 

angkatan kerja yang memperoleh penghasilan dari kegiatan pembangunan perumahan. 

Dengan adanya peran SMF diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat turun dan daya beli 

masyarakat pada sektor perumahan akan meningkat. 

26St. Remy Syahdeini, "Asset Backed Security dan Aspek Hukumnya", dihimplDl oleh Nurwahjuni, 
Surabaya, 1995, h.4 



l.Kesimpulan 

BABV 

PENlJTUP 

a. Mekanisme dengan SMF dapat digambarkan sebagai berikut: 

• Sebuah Bank Umum memberikan kredit kepada Pengembang (Developer) untuk 

membangun proyek perumahan 

• Selama perumahan tersebut dibangtm atau telah selesai pembangtmannya, pihak 

Developer dapat menawarkan runah tersebut kepada calon pembeli melalui kredit 

pada Bank Umum yang bersangkutan 

• Penawaran dapat pula dilak-ukan oleh pihak Bank Umum yang bersangkutan, sebagai 

pemberi kredit yang dapat pula menawarkan kredit pada pembeli 

• Apabila rumah lal'll atau ada peminat yang membeli, dengan agunan rumah yang 

dibelinya, maka jumlah kredit yang diberikan pembeli rumah tidak diberikan 

padanya, tetapi pada pihak Developer untuk pelunasan kredit pihak developer pada 

Bank Umllm yang bersangklltan. 

• Posisi penerima kredtt dengan agunan rumah tersebut menjadt debitor KPR 

• Selanjutnya Bank Umum pemberi KPR dapat mengalihkan atau menjual kredit­

kredit yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan yang dibebankan pada masing­

masing rumah yang dibeli oleh para debitor KPR kepada badan khusus yang 

disebut Perusahaan yang disebut Special Purpose Company (SPC) sebagai kreditor 

barn; 

• Bank selaku A10rtgage Lender dapat menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai 

kredit KPR barn. 

• SPC memperoleh dana dari investor atau pemegang saham melalui penerbitan 

sekuritas baik saham atau obligasi yang terpisah dati portofolio kredit KPR dan hasil 
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dari perputaran pendapatan dari pembayaran pinjaman Mortgage Lender untuk 

memberikan SlwF selanjutnya. Investor dan pemegang saham SPC meliputi Bank 

Indonesia ; Bank ; Dana Pensiun; Perusahaan Asuransi ; atau Lembaga Keuangan 

Internasional. 

b.Hubungan hukum para pihak dalam Secondary Mortgage Facility (SMF) meliputi: 

• Pemerintah dengan Bank Pemberi KPR 

• Bank Umum I Bank Pemberi KPR Dengan Pengembang (Developer) 

• Bank Pemberi KPR Dengan Pihak Masyarakat Penabung 

• Bank Pemberi KPR dengan Debitor KPR 

• Debitor KPR Dengan Pengembang (Developer) 

• Bank Pemberi KPR selaku 1\,;{ortgage Lender dengan Perusahaan 

SMF(SpeciaJ Purposes Company -SPC) Selakulvfortgagor 

• Pemsahaan SMF (SPC) Dengan Investor dan atau Pemegang Sahamnya 

Secondary Mortgage Fasility yang ditetjemahkan menjadi Fasilitas Pembiayaan 

Sekunder Perumahan diatur dalam SK Menkeu Rl No. 132/KMK014/1998 Pasa! 1 

Angka 2 yang menetapkan bahwa: "Fasilitas Pembiayaan Sekunder Pemmahan adalah 

pinjaman jangka menengah atau jangka panjang kepada bank yang memberikan KPR 

dengan jaminan berupa tagihan atas KPR tersebut dan Hak Tanggungan atas romah 

dan atas tanah". 

Aspek llukum peralillan piutang dari Bank KPR kepada perusahaan SMF adalah 

Cessie (Pasat 613 KUH Perdata) sebagai perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh 

kreditor pemegang hak tanggungan (Bank KPR) kepada pillak lain (perusahaan SMF -

SPC) . Hanya saja ada kekhususan dari transaksi SMF, dilihat dari hukum Cessie . Adanya 

pengalilian piutang dari Bank KPR selaku kreditor semula (Cedent) kepada Perusahaan 

SMF (SPC) selaku kreditor baru (Cessionaris) tidak diberitahukan kepada debitor KPR 
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(Cessus) . Pengalihannya tidak dalam arti sebenamya karena debitor KPR tidak tahu 

dan ini membawa konsekuensi Perusahaan SMF (SPr:) tidak dapat menagih piutang 

pada Debitor KPR . 

Dati sisi Hak Tanggungan, ketentuan pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan ini terkait dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 UU No.4/1996 yang 

menetapkan:"Jika piutang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena Ces.vie, 

Subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain , maim Hak Tanggungan itu ikut beralih 

karena bukum kepada kreditor yang bam". Pendaftaran peralihan Hak Tanggungan wajib 

didaftarkan oleh Kreditor yang bam kepada Kantor Pertanahan (pasal 16 Ayat 2 UU 

No.4/1996) . Nam1lll iniP1lll ada kekhususannya, beralihnya tagihan (piutang) ini 

mengingat sifatnya sebagai pinjaman, maka kumpulan KPR tetap menjadi aset bank 

berikut resiko yang melekat pada porto folio tersebut, sehingga penerbitan sekl1ritasnya 

tidak bisa secara huktun dikaitkan portofolio KPR yang diberikan oleh Bank KPR selaku 

Mortgage Lenders. Memang kepemilikan tagihan sudah beralih kepada SPC selaku 

mortgagor ,namun jika Bank KPR melunasi utangnya, maka secara otomatis piutang 

tersebut beralih kembali kepada Bank KPR. 

Dalam Hak Tanggungan yang pertama (primary mortgage), pihak Bank KPR 

memberikan kredit kepada debitor KPR dan menanggung serta mengelola kredit tersebut 

(underwrile and service the loan). Dalam hal Hak Tanggungan kedua (pembiayaan SMF), 

pihak Bank KPR selaku lv[ortgage lender tetap melakukan tugas untuk mengelola kredit 

dalam arti menagih pokok kredit dan b1lllga pada debitor KPR selaku pembeli rumah dan 

1llltuk itu yang bersangkutan (Bank KPR) dapat memperoleh fee dari perusahaan SMF 

selaku mortgagor kedua. Bisa juga dipeIjanjikan tidak ada pembayaran fee dalam hal 

menyangkut recourse credit dalam arti resiko lmtuk menagih tetap pada Bank KPR selaku 

Morgage Lender. 



37 

2. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan , ada beberapa saran yang dapat 

dikemllkakan yaitll: 

a. Dalam perjanjian SMF seyogianya antara pihak: Bank KPR selaku mortgage lender 

dan perusahaan ~MF yang disebut SPC selaku mortgagor dipeIjanjikan adanya 

jaminan pihak: Bank ak:an kemampuan membayar dari debitor KPR dan juga jaminan 

bahwa pilltang yang dijaminkan bebas dati tlmtlltan pihak ketiga; 

b. Dalam perjanjian SMF diperjanjikan adanya hak: perusahaan SA1F untuk menerima 

laporan posisi utang dan pertelaan dari obyek SMF; 

c. Pemerintah harns menetapkan koridor hukum perjanjian SAfF agar tidak merugikan 

para pihak yang terlibat dalam mekanisme SMF, selain perlunya sosialisasi lembaga 

SMF ini secara luas; 

d. Perlunya pengklijian secara hukum lembaga SAfF ini utamanya dalam rangka 

Secondary Mortgage Market (SMA!) yang terkait dengan aktivitas SMF di pasar modal 

yang dalam penelitian ini belum dibahas secara tuntas. 
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